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Abstrak

Penilaian kinerja merupakan komponen penting dalam manajemen sumber daya manusia
sektor publik, bertujuan mengevaluasi pencapaian kerja dan perilaku pegawai. Namun,
sistem e-Kinerja yang bersifat generik sering gagal mencerminkan keberagaman tugas
antarunit kerja di instansi pemerintahan, sehingga memicu persepsi ketidakadilan dan
menurunkan motivasi. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem penilaian
tambahan berbasis indikator spesifik per bidang, sebagai pelengkap e-Kinerja untuk
meningkatkan akurasi identifikasi pegawai terbaik. Pendekatan deskriptif kualitatif
digunakan dengan metode studi kasus pada sebuah instansi pemerintah daerah. Subjek
penelitian mencakup pegawai di bidang X, dengan data diperoleh melalui keterlibatan
langsung peneliti selama magang dari Februari hingga Mei 2024. Teknik pengumpulan
data meliputi observasi partisipatif dan studi literatur terhadap kebijakan kelembagaan
serta referensi akademik. Analisis dilakukan menggunakan teknik tematik untuk
mengidentifikasi pola dan membangun narasi konseptual. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa indikator berbasis tugas spesifik meningkatkan akurasi dan persepsi keadilan
penilaian. Integrasi penilaian sejawat dan pemberian penghargaan simbolik non-finansial
juga terbukti memperkuat motivasi dan kohesi tim. Studi ini menyimpulkan bahwa sistem
penilaian kontekstual merupakan inovasi strategis yang efektif dalam mengatasi
keterbatasan sistem generik, sekaligus membangun budaya apresiasi dan pemberdayaan
dalam birokrasi. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap literatur penilaian
kinerja sektor publik, serta menawarkan pendekatan reformasi mikro yang dapat
direplikasi pada konteks organisasi pemerintah lainnya.
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Pendahuluan

Penilaian kinerja merupakan salah satu komponen krusial dalam pengelolaan sumber daya
manusia, terutama dalam sektor publik yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan
profesionalisme tinggi. Melalui penilaian kinerja, organisasi dapat memperoleh informasi
penting mengenai capaian pegawai, kualitas kontribusi, serta potensi yang dapat
dikembangkan untuk menunjang perbaikan layanan publik secara berkelanjutan (Setiawan,
2022). Fungsi strategis dari sistem ini tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi
juga menjadi alat untuk menciptakan budaya kerja yang sehat dan produktif. Penilaian kinerja
adalah bagian penting dari pengelolaan sumber daya manusia, terutama di sektor publik yang
menuntut akuntabilitas dan profesionalisme tinggi. Melalui penilaian, organisasi bisa tahu
seberapa jauh target kerja tercapai, bagaimana perilaku profesional pegawai, dan potensi apa
saja yang bisa dikembangkan ke depannya (Knezovi¢ et al, 2023). Sistem e-Kinerja di
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Indonesia, telah diimplementasikan sebagai instrumen utama dalam menilai kinerja aparatur
sipil negara (ASN). Namun, sistem ini masih menghadapi berbagai persoalan mendasar,
terutama karena karakteristiknya yang seragam dan cenderung administratif. Penilaian sering
kali hanya terfokus pada pencapaian angka kredit atau target SKP tanpa mempertimbangkan
konteks pekerjaan yang beragam di masing-masing unit kerja (Limbong et al. 2021).
Akibatnya, banyak pegawai merasa kontribusi riil mereka tidak tercermin dalam hasil evaluasi,
yang kemudian menimbulkan persepsi ketidakadilan dan menurunkan motivasi kerja (Ahmed
et al., 2020). Sayangnya, sistem penilaian seperti e-Kinerja yang banyak dipakai saat ini masih
seragam dan cenderung terlalu umum. Padahal, beban dan jenis tugas antarunit di instansi
pemerintah sangat beragam. Akibatnya, proses penilaian jadi kurang adil dan kurang
nyambung dengan kenyataan di lapangan. Hal ini bukan cuma berdampak pada hasil penilaian,
tapi juga bisa menurunkan motivasi kerja pegawai (Lameque et al., 2023).

Permasalahan ini diperparah oleh berbagai kendala praktis lainnya, seperti rendahnya
tingkat literasi digital di kalangan ASN, terutama yang berusia lebih tua atau yang kurang
terbiasa dengan teknologi (Wahyudi, 2021). Hal ini secara signifikan menghambat kemampuan
mereka dalam mengoperasikan sistem e-Kinerja secara efektif, yang berdampak pada
rendahnya tingkat adopsi dan penggunaan sistem tersebut. Selain itu, kompleksitas sistem
yang tinggi sering kali memicu kesalahan input data dan keterlambatan pelaporan, yang turut
menambah beban administrasi yang dirasakan oleh banyak ASN. Keterbatasan infrastruktur
teknologi informasi, seperti koneksi internet yang tidak stabil, seringnya terjadi pemadaman
listrik, dan gangguan pada server, juga menjadi hambatan besar di banyak wilayah, yang
semakin memperburuk ketidakefisienan operasional sistem ini. Permasalahan utama terletak
pada ketidaksesuaian sistemik: sistem digital terpusat seperti e-Kinerja, yang dirancang untuk
keseragaman, sering kali bertabrakan dengan kenyataan kerja sektor publik yang sangat
beragam dan kontekstual (Denisi et al, 2017). Ketidaksesuaian ini, diperburuk oleh tantangan
teknologi, menjadi penghalang bagi pelaksanaan sistem yang efektif dan berdampak pada
aspek manusia seperti demotivasi dan persepsi ketidakadilan. Ketidaksesuaian sistemik
semacam ini dapat memicu budaya kerja yang hanya berorientasi pada kepatuhan, di mana
pegawai lebih fokus untuk sekadar memenuhi target standar daripada mengejar keunggulan
atau inovasi yang sesuai dengan peran spesifik mereka. Hal ini pada akhirnya menghambat
tujuan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan talenta terbaik serta menurunkan efisiensi
dan responsivitas pelayanan publik secara keseluruhan (Denisi et al, 2017).

Literatur menyebutkan bahwa keadilan dalam sistem evaluasi kinerja sangat berpengaruh
terhadap sikap dan perilaku pegawai. Ketika penilaian dianggap tidak merepresentasikan beban
kerja aktual atau tidak relevan dengan peran mereka, pegawai cenderung mengalami frustrasi,
kehilangan rasa memiliki, dan mengalami penurunan keterlibatan kerja (Brefo et al, 2023).
Sebaliknya, sistem yang responsif terhadap karakteristik kerja disebut sebagai penilaian
kontekstual dapat meningkatkan kepercayaan terhadap sistem dan memperkuat hubungan
psikologis antara individu dengan organisasi (Knezovi¢ et al, 2023). Di sisi lain, sistem
penilaian di sektor publik juga perlu mempertimbangkan dinamika kerja kolaboratif yang
semakin dominan, terutama di era digital dan lintas fungsi. Namun, e-Kinerja saat ini masih
minim mengakomodasi kontribusi tim atau kerja lintas bidang, sehingga tidak jarang pegawai
yang aktif dalam kerja kolektif tidak memperoleh pengakuan yang setara. Hal ini menjadi
tantangan tersendiri bagi organisasi publik yang ingin membangun sinergi lintas unit dan
mendorong inovasi. Beberapa studi juga mengkritisi model penilaian yang tidak
mempertimbangkan konteks kerja. Sistem seperti ini dianggap rawan bias dan sering kali tidak
menangkap kontribusi sebenarnya dari pegawai (Denisi et al, 2017). Selain itu, penilaian yang
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hanya fokus ke angka dan output dinilai terlalu sempit dan kurang menyentuh aspek nilai serta
dampak kerja di sektor publik (Pulakos et al., 2015). Sementara itu, pendekatan yang
menyesuaikan indikator dengan tugas spesifik justru terbukti bisa meningkatkan persepsi
keadilan dan keterlibatan pegawai (Ahmed et al., 2020). Dari sini, bisa dilihat bahwa yang
kurang adalah sistem penilaian yang peka konteks yang benar-benar mencerminkan apa yang
sebenarnya dikerjakan pegawai di bidangnya masing-masing.

Penilaian seperti ini bukan cuma lebih adil, tapi juga lebih bermakna bagi pegawai.
Berbagai studi juga menyoroti pentingnya penghargaan simbolik dalam memperkuat motivasi
intrinsik, terutama di sektor publik yang memiliki keterbatasan insentif finansial. Pengakuan
non-material, seperti piagam atau apresiasi terbuka, terbukti dapat meningkatkan loyalitas dan
keterlibatan pegawai (Wang et al, 2024). Namun, mekanisme penghargaan seperti ini sering
kali tidak terintegrasi dalam sistem formal penilaian kinerja, sehingga tidak sistematis dan
bersifat ad hoc. Melihat tantangan yang ada, penting bagi instansi pemerintah untuk memiliki
sistem penilaian yang lebih adaptif, bukan hanya soal pencapaian angka atau target formal,
tetapi juga kemampuan menangkap kontribusi nyata pegawai di tengah dinamika kerja yang
kompleks. Sayangnya, kebanyakan penelitian sebelumnya masih berfokus pada efektivitas
sistem e-Kinerja secara umum, tanpa mengeksplorasi alternatif berbasis indikator tugas
spesifik yang disesuaikan dengan konteks kerja tiap bidang. Di sisi lain, belum banyak kajian
yang mengintegrasikan mekanisme penilaian sejawat dan penghargaan non-finansial dalam
satu kerangka sistem yang komprehensif di sektor publik. Di sinilah letak gap yang coba
dijawab oleh penelitian ini.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan baru dalam
penilaian kinerja birokrasi. Kebaruannya terletak pada pengembangan sistem tambahan yang
dirancang dari bawah (bottom-up) dan berfokus pada tiga elemen utama: indikator spesifik per
bidang, evaluasi multi-sumber yang melibatkan sejawat, serta pemberian penghargaan
simbolik non-finansial. Kombinasi ini belum banyak dibahas dalam studi terdahulu, khususnya
dalam konteks instansi pemerintah daerah di Indonesia, sehingga dapat menjadi kontribusi
baru yang relevan secara praktis dan teoritis. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini
bertujuan mengembangkan sistem penilaian tambahan yang bisa melengkapi e-Kinerja dalam
mengidentifikasi pegawai terbaik secara lebih akurat dan adil. Harapannya, sistem ini tidak
hanya menjawab tantangan teknis, tetapi juga memperkuat motivasi kerja, rasa dihargai, serta
iklim organisasi yang lebih suportif.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus.
Pendekatan kualitatif secara cermat dipilih karena kemampuannya dalam menggambarkan
fenomena kontekstual secara mendalam, menangkap kompleksitas yang terjadi dalam
lingkungan organisasi secara nyata, serta memahami secara mendalam "bagaimana" dan
"mengapa" suatu fenomena terjadi (Creswell et al, 2018). Metode studi kasus secara khusus
memfasilitasi eksplorasi yang intensif terhadap proses pengembangan sistem penilaian
tambahan dalam konteks unik sebuah instansi pemerintah, sehingga memberikan pemahaman
holistik atas dinamika, tantangan, dan solusi yang muncul di lapangan (Creswell et al, 2018).
Fokus utama dari penelitian ini adalah pada proses perancangan sistem penilaian tambahan
yang dirancang untuk melengkapi mekanisme e-Kinerja yang sudah ada, dengan penekanan
pada indikator kinerja yang spesifik sesuai bidang kerja masing-masing, guna mendukung
seleksi pegawai terbaik secara lebih akurat. Pemilihan studi kasus kualitatif bukanlah
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keputusan yang kebetulan; pendekatan ini secara langsung berkaitan dengan pertanyaan
penelitian yang menekankan pada "bagaimana" dan "mengapa" sistem tersebut dikembangkan
dan diimplementasikan. Jika metode kuantitatif mungkin hanya menunjukkan hasil akhir, maka
pendekatan kualitatif diperlukan untuk mengungkap dinamika internal, interaksi antarmanusia,
serta solusi-solusi yang muncul selama proses inovasi dalam konteks birokrasi.

Pendekatan mendalam terhadap proses ini sangat penting dalam menghasilkan wawasan
praktis yang dapat diterapkan oleh organisasi lain, serta memastikan bahwa temuan yang
diperolen kaya akan detail kontekstual dan sangat relevan bagi para praktisi yang ingin
menerapkan perubahan serupa. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap aspek
prosedural dan relasional dari suatu reformasi sering kali lebih menentukan keberhasilan
dibandingkan sekadar fokus pada desain teknis.

Penelitian ini dilakukan secara naturalistik melalui partisipasi langsung dan aktif peneliti
dalam program magang di sebuah instansi pemerintah daerah yang secara khusus menangani
sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN). Masa magang berlangsung dari bulan
Februari hingga Mei 2024. Pendekatan partisipatif ini memberikan akses observasi langsung
kepada peneliti terhadap dinamika yang terjadi dalam merumuskan sistem penilaian tambahan,
interaksi sehari-hari antarpegawai, serta diskusi lintas departemen mengenai indikator kinerja
yang paling tepat untuk masing-masing unit, semua dalam konteks penentuan pegawai terbaik.

Keterlibatan langsung ini memungkinkan peneliti memperoleh data kontekstual yang kaya
dan autentik, menangkap perspektif internal serta pengalaman sehari-hari para pegawai dalam
menghadapi keterbatasan sistem e-Kinerja dan secara kolaboratif merancang solusi inovatif.
Pendekatan yang imersif ini menjadi kekuatan penting, khususnya dalam mengkaji perubahan
organisasi di lingkungan birokrasi, karena memungkinkan peneliti memperoleh perspektif
"orang dalam", menangkap interaksi dan proses informal yang mungkin tidak terlihat oleh
pengamat eksternal. Hal ini meminimalkan efek Hawthorne dan meningkatkan keaslian data,
memberikan representasi yang lebih akurat terhadap “"pengalaman nyata" selama
pengembangan dan penerapan sistem. Dengan menjadi partisipan aktif, peneliti juga
berpotensi membangun kepercayaan yang lebih besar dengan subjek penelitian, sehingga
memperoleh wawasan yang lebih jujur tentang tantangan dan keberhasilan. Pendekatan ini
menjadi model bagaimana peneliti dapat secara efektif mempelajari dinamika organisasi yang
kompleks dari dalam, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai
manajemen perubahan di instansi pemerintah.

Data dalam penelitian ini diperoleh secara sistematis melalui tiga teknik utama yang saling
melengkapi (Creswell et al, 2018): Observasi Partisipatif: Peneliti terlibat langsung dalam
proses perancangan sistem penilaian tambahan. Selama keterlibatan tersebut, dicatat secara
teliti berbagai interaksi, pengambilan keputusan penting, dan tantangan yang dihadapi di
lapangan. Catatan Diskusi Internal: Dokumentasi sistematis dilakukan terhadap seluruh diskusi
yang terjadi di antara pegawai dan antarbidang. Diskusi ini secara khusus membahas
identifikasi indikator penilaian kinerja yang relevan dan adil untuk tujuan penentuan pegawai
terbaik. Studi Literatur: Kajian komprehensif dilakukan terhadap seluruh dokumen regulatif
yang relevan, seperti PermenPANRB No. 6 Tahun 2022, serta literatur akademik terkait
penilaian kinerja kontekstual dari berbagai publikasi ilmiah.

Seluruh data dikumpulkan secara sistematis sepanjang periode magang, sehingga
menjamin kelengkapan dan kedalaman informasi yang dibutuhkan untuk analisis menyeluruh
(Creswell et al, 2018). Penekanan terhadap “catatan diskusi internal” sangat penting, karena
menunjukkan bahwa pengembangan sistem penilaian ini merupakan proses kolaboratif dan
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iteratif, bukan hasil kebijakan top-down. Ini menegaskan pentingnya dialog internal dan
pembangunan konsensus dalam keberhasilan perubahan organisasi, terutama dalam konteks
birokrasi. Kehadiran kajian regulatif juga memastikan bahwa inovasi lokal ini memiliki landasan
kebijakan yang kuat. Pendekatan pengumpulan data yang beragam ini menjadi contoh
bagaimana pembuat kebijakan dapat memperoleh pemahaman holistik tentang implementasi
kebijakan, dengan menekankan bahwa reformasi yang berhasil sering kali mengintegrasikan
regulasi formal dengan proses informal negosiasi dan adaptasi, sehingga memperlihatkan nilai
desain partisipatif dalam pengembangan kebijakan.

Analisis data dilakukan secara cermat menggunakan pendekatan tematik. Metode ini
dipilih secara khusus untuk mengidentifikasi pola yang berulang, menetapkan kategori yang
relevan, dan menemukan tema-tema utama yang muncul dari data terkait proses
pengembangan sistem penilaian tambahan (Creswell et al, 2018). Proses analisis dimulai
dengan pengkodean awal terhadap catatan lapangan dan dokumentasi diskusi internal.
Segmen-segmen yang telah dikodekan tersebut kemudian dikelompokkan secara sistematis ke
dalam tema-tema utama, yang mencakup indikator spesifik per bidang, tingkat partisipasi
penilai, serta berbagai bentuk pengakuan yang dianggap relevan dalam penentuan pegawai
terbaik.

Temuan yang diperoleh dari proses analisis ini kemudian digunakan untuk membentuk
narasi konseptual yang koheren. Narasi ini berfungsi untuk menjelaskan secara tepat
bagaimana sistem penilaian tambahan tersebut dirancang dan kemudian diimplementasikan
dalam konteks birokrasi pemerintahan yang kompleks. Penggunaan analisis tematik untuk
membangun “narasi konseptual” menunjukkan bahwa penelitian ini tidak sekadar
mendeskripsikan studi kasus, melainkan berupaya untuk mengekstrak prinsip-prinsip umum
dan kontribusi teoretis dari pengamatan empiris. Dengan demikian, penelitian ini dapat
memberikan pelajaran yang dapat diterapkan di organisasi sektor publik lainnya. Melalui
perumusan temuan spesifik menjadi tema-tema konseptual yang lebih luas, penelitian ini
menyusun kerangka kerja yang dapat digunakan untuk intervensi kebijakan masa depan,
mengubah temuan kasus menjadi prinsip umum dalam perubahan dan inovasi organisasi.

Hasil
Pengembangan Indikator Spesifik Perbidang

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengembangan sistem penilaian tambahan
berbasis indikator spesifik per bidang menjadi respons penting atas keterbatasan e-Kinerja
yang terlalu generik dalam menilai kinerja pegawai secara objektif. Observasi lapangan
memperlihatkan bahwa setiap bidang dalam instansi pemerintah memiliki tugas yang unik dan
tidak dapat dievaluasi menggunakan indikator seragam (Robiyandi et al., 2024). Oleh karena
itu, sistem ini dirancang dengan indikator khusus yang disesuaikan dengan karakteristik tugas
di masing-masing bidang. Misalnya, kecepatan pelayanan untuk unit administrasi, akurasi
verifikasi dokumen untuk unit data, dan kontribusi terhadap regulasi teknis untuk unit
perumusan kebijakan (Nagtegaal et al., 2020). Pendekatan ini mencerminkan prinsip penilaian
kontekstual, yaitu menilai perilaku kerja berdasarkan fungsi dan lingkungan kerja yang spesifik
(Destler, 2017).

Perubahan ini menandai pergeseran dari penilaian berbasis hasil semata ke arah
pemahaman yang lebih dalam mengenai proses dan konteks kerja. Sistem e-Kinerja berbasis
SKP selama ini cenderung fokus pada target kuantitatif yang seragam, sehingga sering kali
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mengabaikan tugas-tugas non-rutin atau kontribusi kualitatif yang penting. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa pendekatan tersebut menyulitkan dalam mengidentifikasi pegawai terbaik
secara adil. Sebaliknya, penggunaan indikator yang relevan dengan tugas bidang memberikan
pengaruh langsung terhadap akurasi penilaian dan persepsi keadilan. Hal ini juga mendorong
rasa dihargai dan kepemilikan terhadap pekerjaan. Secara keseluruhan, pendekatan ini bukan
hanya meningkatkan kualitas evaluasi kinerja, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan
hubungan psikologis positif antara pegawai dan organisasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa
fleksibilitas dan kepekaan terhadap konteks justru dapat menciptakan birokrasi yang lebih
efisien, adil, dan berorientasi pada kinerja nyata.

Integrasi Umpan Balik Multi-Sumber

Penguatan sistem penilaian melalui keterlibatan berbagai pihak, baik atasan langsung
maupun rekan sejawat memiliki dasar teoritis kuat dalam model umpan balik 360 derajat.
Model ini menekankan bahwa evaluasi dari berbagai sumber memberi gambaran yang lebih
holistik, mengurangi bias individu, dan meningkatkan akurasi penilaian (Kim et al., 2016).
Dalam konteks penelitian ini, keterlibatan sejawat terbukti membantu menangkap aspek kerja
kolaboratif dan kontribusi harian yang kerap tidak terlihat oleh atasan. Lebih dari sekadar
peningkatan teknis, pendekatan ini berfungsi sebagai strategi membangun budaya organisasi
yang lebih transparan dan partisipatif (Raghavan, 2021).

Ketika pegawai mengetahui bahwa penilaian mencerminkan kontribusi mereka dari
berbagai perspektif, kepercayaan terhadap sistem meningkat. Kepercayaan ini mendorong
motivasi intrinsik dan keterlibatan kerja yang lebih besar. Selain itu, pendekatan multi-sumber
membuka peluang untuk mengidentifikasi blind spot atau area pengembangan yang mungkin
terlewat jika penilaian hanya dari satu pihak (James, 2019). Peralihan dari model hierarkis ke
pendekatan partisipatif ini mencerminkan pergeseran menuju akuntabilitas yang lebih merata
dalam organisasi. Umpan balik menjadi bagian dari tanggung jawab bersama, mendorong
budaya saling menghormati dan rasa aman psikologis di antara rekan kerja. Temuan ini
menegaskan bahwa pelibatan sejawat dalam proses penilaian tidak hanya memperbaiki kualitas
evaluasi, tetapi juga memperkuat kohesi tim dan membentuk lingkungan kerja yang adaptif
dan suportif.

Adopsi Penghargaan Simbolik Non-Finansial

Sistem penilaian tambahan ini tidak hanya memperbaiki akurasi evaluasi, tetapi juga
berkontribusi pada pembentukan budaya kerja yang lebih apresiatif. Melalui penghargaan
simbolik seperti sertifikat, piagam, atau pengakuan terbuka dalam forum internal, organisasi
dapat menumbuhkan motivasi intrinsik pegawai secara signifikan. Penghargaan non-finansial
ini dianggap bermakna karena menyentuh kebutuhan psikologis akan pengakuan dan rasa
dihargai. Berbeda dengan insentif berbasis materi yang sifatnya jangka pendek dan terbatas
oleh anggaran, penghargaan simbolik relatif mudah diterapkan namun tetap memiliki dampak
emosional yang kuat. Pegawai yang menerima pengakuan secara publik merasa dihargai tidak
hanya oleh atasan, tetapi juga oleh rekan kerja. Hal ini berdampak pada peningkatan semangat
kerja, loyalitas, dan rasa keterikatan terhadap organisasi (Kalyanasundaram et al., 2025).
Selain itu, penghargaan non-finansial juga memberi sinyal budaya organisasi yang mendukung
kerja berkualitas, bukan semata-mata pencapaian angka. Dengan begitu, sistem ini tidak hanya
meningkatkan motivasi individu, tetapi juga memperkuat norma-norma positif dalam
lingkungan kerja. Temuan ini mempertegas pentingnya mengintegrasikan aspek psikologis
dalam desain sistem penilaian kinerja di sektor publik yang selama ini terlalu administratif dan
angka-sentris.
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Tabel 1. Perbandingan Indikator Penilaian Kinerja: Sistem e-Kinerja vs. Sistem Penilaian
Tambahan Kontekstual

Aspek
Penilaian

Sistem e-Kinerja
(Generik)

Sistem Penilaian
Tambahan Kontekstual

Indikator Umum

Seragam untuk semua bidang,
berfokus pada SKP dan target
kuantitatif.

Spesifik per bidang, disesuaikan dengan
uraian tugas unik, mendukung identifikasi
pegawai terbaik.

Contoh Waktu penyelesaian pekerjaan Kecepatan pelayanan administrasi, akurasi

Indikator (sering tidak kontekstual untuk verifikasi dokumen, kontribusi dalam
semua bidang). penyusunan regulasi teknis.

Kesesuaian Sering kali tidak mencerminkan Meningkatkan akurasi penilaian,

dengan Realitas
Kerja

spesifikasi pekerjaan, menutupi
kinerja nyata, menyulitkan
identifikasi pegawai terbaik.

mencerminkan perilaku kerja sesuai
konteks tugas.

Partisipasi Terbatas, cenderung hanya penilaian  Melibatkan atasan langsung dan penilaian

Penilai dari atasan langsung. rekan sejawat, memberikan pandangan
lebih menyeluruh.

Persepsi Berpotensi menimbulkan bias dan Memperkuat transparansi dan persepsi

Keadilan ketidakadilan, menurunkan motivasi.  keadilan, penting untuk penerimaan hasil
penilaian pegawai terbaik.

Bentuk Umumnya terkait kompensasi Simbolik (sertifikat, pengakuan publik),

Penghargaan finansial. berdampak positif pada motivasi intrinsik

dan relevan untuk penghargaan kinerja.

Tabel 1 menunjukkan secara jelas perbedaan mendasar antara sistem e-Kinerja yang
bersifat generik dengan sistem penilaian tambahan yang kontekstual. Sistem e-Kinerja
cenderung menggunakan indikator yang sama untuk semua unit Kkerja tanpa
mempertimbangkan karakteristik tugas masing-masing bidang. Hal ini berdampak pada
penilaian yang kurang akurat dan kerap menimbulkan kesan tidak adil. Sebaliknya, sistem
tambahan yang dikembangkan dalam penelitian ini menggunakan indikator spesifik sesuai
tugas bidang, seperti kecepatan layanan, akurasi dokumen, atau kontribusi kebijakan teknis.
Selain itu, partisipasi dalam penilaian juga lebih luas, bukan hanya dari atasan tetapi juga dari
rekan sejawat, sehingga hasil evaluasi lebih menyeluruh dan dipercaya. Bentuk penghargaan
dalam sistem baru ini juga lebih sederhana namun bermakna, yaitu dalam bentuk pengakuan
simbolik seperti sertifikat dan apresiasi publik. Hal ini terbukti memberi dampak positif
terhadap motivasi kerja pegawai, bahkan tanpa insentif finansial. Secara keseluruhan, tabel ini
menggambarkan bahwa sistem kontekstual lebih adaptif terhadap realitas kerja di birokrasi,
dan memiliki potensi besar untuk memperbaiki keadilan serta efektivitas penilaian kinerja.

Pembahasan

Penilaian Kontekstual dan Keadilan Organisasi

Penelitian ini menegaskan bahwa penilaian kinerja kontekstual lebih efektif dibanding
sistem generik, khususnya dalam birokrasi yang kompleks (Maitama et al, 2025). Ketika
indikator disesuaikan dengan karakter tugas di masing-masing bidang, proses evaluasi
menjadi lebih adil dan bermakna (DeNisi et al, 2017). Hasil ini mendukung temuan bahwa
pendekatan kontekstual mampu meningkatkan persepsi keadilan dan keterlibatan kerja (Ahmed
et al., 2020). Secara teoritis, sistem ini tidak hanya menilai pencapaian akhir, tetapi juga
perilaku kerja seperti kolaborasi dan inisiatif. Indikator seperti partisipasi lintas divisi dan
kontribusi terhadap efisiensi pelayanan memberi ruang bagi aspek-aspek yang sebelumnya
luput dalam SKP. Ketika pegawai merasa kriteria penilaian relevan dan transparan,
kepercayaan terhadap sistem meningkat (Choudhary et al, 2021). Dalam studi ini, banyak
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pegawai menyampaikan bahwa kontribusinya lebih dihargai dibanding sebelumnya. Penilaian
yang dianggap adil menciptakan kepercayaan terhadap manajemen, memperkuat komitmen,
dan mengurangi resistensi terhadap perubahan (Memon et al., 2020). Ini menunjukkan bahwa
investasi dalam sistem penilaian berbasis konteks merupakan langkah strategis, karena
menyentuh aspek psikologis pegawai yang mendalam.

Selain meningkatkan persepsi keadilan, pendekatan ini juga berdampak pada peningkatan
keterlibatan pegawai. Saat pegawai merasa kinerjanya diakui sesuai realitas pekerjaan, mereka
cenderung terdorong menunjukkan performa optimal. Penyesuaian indikator juga
memungkinkan pemantauan kinerja yang lebih akurat dan berkelanjutan, membuka ruang bagi
perbaikan sistem yang fokus pada proses dan hasil.

Keterlibatan Multi-Pihak dan Budaya Kolaboratif

Model penilaian multi-sumber menghadirkan dimensi kolaboratif dalam proses evaluasi
kinerja. Dengan melibatkan atasan dan sejawat, penilaian menjadi lebih menyeluruh dan
mencerminkan berbagai aspek kerja, termasuk kerja tim, inisiatif, dan kontribusi harian yang
tidak selalu terlihat oleh atasan (Kim et al., 2016). Partisipasi sejawat juga memperkuat budaya
saling menghargai. Ketika pegawai merasa bahwa rekan sejawat turut menilai kinerja mereka,
akan tercipta dinamika sosial yang positif. Proses ini membangun kepercayaan dan
mendorong feedback dua arah, yang penting dalam menciptakan lingkungan kerja kolaboratif
dan sehat. Lebih dari itu, pelibatan berbagai pihak dalam penilaian kinerja mencerminkan
semangat transparansi dan akuntabilitas. Dalam lingkungan birokrasi yang selama ini identik
dengan pendekatan top-down, keterlibatan sejawat menjadi simbol pergeseran menuju budaya
kerja yang lebih demokratis. Model ini juga mendorong budaya feedback berkelanjutan, yang
penting untuk pertumbuhan profesional dan pengembangan kompetensi pegawai (James,
2019). Dalam jangka panjang, penerapan penilaian multi-sumber dapat berfungsi sebagai alat
pemetaan kekuatan dan potensi tim. Umpan balik dari rekan sejawat tidak hanya
memperlihatkan kinerja individual, tetapi juga mengidentifikasi peluang untuk sinergi lintas
fungsi. Hal ini selaras dengan kebutuhan instansi modern untuk menciptakan organisasi
pembelajar yang terus berkembang dan adaptif terhadap perubahan.

Dampak Motivasi dari Pengakuan Non-Finansial

Pengakuan terhadap kinerja pegawai, meskipun tidak disertai imbalan materi, terbukti
memberikan dampak signifikan terhadap motivasi kerja. Dalam konteks sistem penilaian
tambahan ini, penghargaan simbolik seperti sertifikat atau pengakuan publik berhasil
meningkatkan rasa dihargai dan semangat kerja pegawai. Pengakuan ini bekerja sebagai
motivator intrinsik yang memperkuat keterikatan emosional antara pegawai dan organisasi
(Kalyanasundaram et al., 2025). Pendekatan ini sejalan dengan teori dua faktor dari Herzberg,
yang menekankan bahwa faktor seperti pengakuan dan pencapaian memiliki efek jangka
panjang terhadap kepuasan dan motivasi. Dalam praktiknya, penghargaan simbolik juga telah
terbukti meningkatkan retensi dan loyalitas kerja, seperti yang ditunjukkan dalam studi (Lailil et
al, 2024). Pengakuan menjadi lebih bermakna saat muncul dalam konteks sistem penilaian
yang transparan dan partisipatif. Kombinasi ini menciptakan efek berlapis: keadilan dalam
penilaian memperkuat nilai penghargaan, dan penghargaan memperkuat dampak psikologis
dari penilaian yang adil. Hasilnya adalah peningkatan motivasi kerja, loyalitas, dan keterlibatan
pegawai. Temuan ini menegaskan bahwa reformasi sistem penilaian tidak harus bergantung
pada anggaran besar. Dengan mengelola dimensi psikologis seperti pengakuan dan
penghargaan, instansi dapat membangun budaya kerja yang lebih suportif dan memotivasi
secara berkelanjutan.
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Tabel 2. Dampak Penghargaan Non-Finansial terhadap Motivasi dan Kinerja Pegawai
Dampak terhadap Motivasi/

Fokus Penghargaan

Penulis/Tahun Metode Penelitian

Non-Finansial Kinerja
Lailil et al. Penghargaan simbolik Studi ekonomi dan Meningkatkan keterlibatan dan
(2024) manajemen retensi secara signifikan.
Merera et al. Penghargaan non- Meta-analisis Pengaruh positif dan signifikan
(2019) finansial secara umum  pustaka terhadap kinerja pegawai.
Rizvi (2023) Manfaat non-finansial Studi analitik Organisasi modern mengandalkan
dalam retensi SDM pengakuan simbolik untuk
mempertahankan pegawai potensial.
Sari et al. (2024) Kompensasi non- Analisis regresi Pengaruh positif terhadap motivasi
finansial linier kerja di sektor pemerintahan.
Ercegovi¢ (2024)  Finansial vs. non- Studi organisasi Penghargaan non-finansial terbukti
finansial motivator publik berdampak lebih stabil dalam jangka
panjang.
Kalyanasundaram Pengakuan simbolik & Studi organisasi Meningkatkan keterlibatan kerja dan
et al. (2025) motivasi intrinsik sektor publik loyalitas pegawai secara

berkelanjutan.

Tabel 2 memperlihatkan konsistensi temuan dari berbagai studi ilmiah yang meneliti
dampak penghargaan non-finansial terhadap motivasi dan kinerja pegawai. Secara umum,
bentuk pengakuan simbolik seperti sertifikat, penghargaan terbuka, atau pujian formal terbukti
mampu meningkatkan keterlibatan kerja dan loyalitas. Studi menunjukkan bahwa penghargaan
simbolik saja bisa meningkatkan retensi secara signifikan (Lailil et al, 2024)). Peneliti juga
menemukan bahwa motivasi yang dibangun melalui pengakuan non-finansial cenderung lebih
stabil dan bertahan lama dibanding insentif keuangan (Kalyanasundaram et al, 2025).
Sementara itu, dalam konteks Indonesia, Peneliti membuktikan bahwa kompensasi simbolik
berpengaruh langsung terhadap semangat kerja ASN (Sari et al, 2024). Latar belakang yang
beragam, seluruh studi ini menyimpulkan bahwa penghargaan non-finansial adalah strategi
yang efektif dan berkelanjutan dalam memperkuat motivasi kerja, khususnya di sektor publik
dengan keterbatasan anggaran.

Inovasi Lokal dan Perubahan Bertahap dalam Birokrasi

Temuan ini menyoroti bahwa perubahan tidak harus dimulai dari atas. Inovasi berbasis
indikator tugas yang dikembangkan secara lokal menunjukkan bahwa birokrasi punya kapasitas
untuk beradaptasi dari bawah (Latifah et al, 2023). Strategi ini sejalan dengan pendekatan
incremental change yang lebih berkelanjutan dibanding reformasi besar yang cenderung
menghadapi resistensi tinggi. Instansi tempat studi tidak menunggu reformasi struktural,
melainkan secara proaktif mengembangkan solusi adaptif yang selaras dengan kebutuhan
lapangan. Ini menjadi contoh konkret bahwa reformasi birokrasi dapat dimulai dari unit kecil,
lalu bertumbuh menjadi model perubahan yang lebih luas (Denisi et al, 2017). Strategi
reformasi mikro ini memberi contoh bahwa perubahan besar bisa diawali dari langkah kecil
yang konsisten. Organisasi dapat memanfaatkan fleksibilitas lokal untuk bereksperimen
dengan pendekatan evaluasi yang lebih relevan dan berdampak.

Dampak Psikologis dari Pemberdayaan

Sistem ini juga membawa dampak psikologis yang signifikan. Ketika pegawai merasa
kontribusinya diakui, iklim kerja menjadi lebih positif dan suportif (Citrayanti et al, 2021).
Partisipasi aktif dalam evaluasi, baik sebagai penilai maupun yang dinilai, mendorong rasa
memiliki dan kepercayaan diri (Setiawan, 2022). Di samping itu, pemberdayaan yang ditunjang
sistem penilaian partisipatif memberikan efek jangka panjang terhadap stabilitas dan kohesi
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organisasi. Ketika pegawai merasa didengar dan dipertimbangkan dalam proses evaluasi,
kepercayaan terhadap kepemimpinan pun meningkat. Kepercayaan ini membentuk dasar dari
iklim kerja yang sehat, di mana komunikasi terbuka dan kolaboratif dapat tumbuh.

Studi lain menunjukkan bahwa pemberdayaan pegawai memiliki korelasi positif dengan
kepuasan dan keterlibatan kerja (Ogala et al., 2024). Namun, pemberdayaan saja tidak cukup.
Sistem penilaian juga harus adil dan dipercaya untuk memberi dampak nyata pada kinerja (Han
et al., 2015). Penelitian juga menunjukkan bahwa pegawai yang merasa diberdayakan
cenderung menunjukkan perilaku proaktif, termasuk dalam menyampaikan ide, menyelesaikan
masalah secara mandiri, dan menunjukkan loyalitas tinggi terhadap institusi. Oleh karena itu,
pemberdayaan melalui mekanisme evaluasi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan
strategi peningkatan kualitas organisasi dari dalam.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penilaian tambahan berbasis indikator spesifik
per bidang mampu meningkatkan akurasi, keadilan, dan relevansi dalam proses identifikasi
pegawai terbaik di lingkungan birokrasi. Tidak seperti e-Kinerja yang bersifat generik,
pendekatan kontekstual memungkinkan penilaian yang lebih tepat sasaran, karena indikator
disusun berdasarkan realitas kerja di masing-masing bidang. Selain itu, pelibatan sejawat
dalam proses evaluasi memberikan perspektif yang lebih menyeluruh dan memperkuat
kepercayaan terhadap hasil penilaian. Bentuk penghargaan simbolik non-finansial yang
digunakan, seperti sertifikat dan pengakuan terbuka, juga terbukti mampu meningkatkan
motivasi kerja tanpa perlu insentif material.

Temuan ini mendukung tujuan awal penelitian, yaitu mengembangkan sistem penilaian
tambahan yang tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga efektif secara psikologis dan
sosial. Pendekatan ini menawarkan alternatif yang relevan untuk reformasi mikro dalam
manajemen kinerja ASN, khususnya di instansi yang belum mampu melakukan perubahan
sistem secara menyeluruh. Secara praktis, hasil studi ini dapat dijadikan acuan bagi instansi
pemerintah untuk menerapkan sistem penilaian yang lebih fleksibel, adil, dan berdampak
terhadap semangat kerja pegawai. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur tentang
penilaian kinerja kontekstual dan motivasi non-finansial dalam sektor publik. Namun, sebagai
studi kualitatif berbasis satu kasus, hasil temuan ini belum bisa digeneralisasi ke semua
instansi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan
komparatif antarinstansi atau desain longitudinal untuk mengukur dampak jangka panjang
sistem ini terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan.
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